






























 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjudian merupakan permasalahan sosial yang sudah terjadi sejak zaman 

kuno, fenomena perjudian ini sangat bertentangan dengan nilai dan norma dalam 

masyarakat, selain bertentangan dengan nilai dan norma, kegiatan permainan judi 

ini juga berdampak negatif bagi pelaku dan orang sekitar. Salah satu faktor dari 

permainan judi ini adalah faktor sosial dan ekonomi, dimana bagi masyarakat 

yang memiliki status perekonomian yang rendah salah satu cara mereka untuk 

meningkatkan perekonomian dengan bermain judi. Mereka berfikir dengan 

bermain judi mereka akan mendapatkan keuntungan uang secara instan dengan 

modal yang terbilang kecil, namun tanpa disadari hal itu dapat memiliki dampak 

negatif bagi kehidupan mereka yang sudah kecanduan bermain judi. Perjudian 

termasuk suatu permasalahan yang sangat sulit untuk di hilangkan karena kegiatan 

perjudian ini tidak hanya dilakukan bagi kalangan tua saja tetapi juga bagi 

kalangan remaja bahkan anak-anak dibawah umur yang juga terlibat dalam 

permainan judi ini akibat dari kurangnya pengawasan orang tua.1 

Permasalahan perjudian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana  (KUHP) pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur tentang 
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larangan perjudian di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian. 

Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, kemajuan teknologi dan 

infomasi digital berkembang sangat pesat keseluruh penjuru dunia terutama 

negara Indonesia. Hal ini, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat, 

teknologi dan informasi digital berpengaruh bagi kehidupan masyarakat karena 

dapat mempermudah akses manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan 

sehari-hari, maka dari itu teknologi dan informasi digital sangat didukung oleh 

masyarakat. Akan tetapi teknologi dan infomasi digital ini banyak disalah 

gunakan oleh Sebagian orang yang ingin melakukan kejahatan didunia digital 

(cyber crime). Cyber Crime merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 

Sebagian orang dengan cara memanfaatkan teknologi dan infomasi digital melalui 

media internet. Cyber Crime dapat dilakukan tanpa menemui korban atau bertatap 

muka langsung dengan korban akan tetapi bisa dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana melalui jaringan komputer atau gadget. Terutama pada permainan judi 

melalui media internet atau yang biasa disebut dengan Judi Online.2 

Di masa yang sekarang ini, penggunaan teknologi dan internet selalu 

dibutuhkan, karena berkembangnya teknologi dan internet ini sangat membantu 

sebagian bahkan hampir seluruh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. 

Berkembangnya teknologi dan internet ini menimbulkan banyaknya media sosial  

yang dapat di akses dan dimainkan oleh masyarakat dengan mudah bahkan sangat 

berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dikarenakan masyarakat kecanduan 
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dalam menggunakan media sosial contohnya seperti instagram. Media sosial ini 

dapat dikatakan sangat canggih karena dengan kecepatannya menyebarkan berita 

atau penggumuman telah mengalahkan peran sarana komunikasi massa atau 

Lembaga penyiaran sehingga masyarakat lebih banyak memilih menggunakan 

media sosial untuk menenemukkan dan memperoleh informasi yang diinginkan. 

Sebagian masyarakat juga menggunakan media sosial untuk mendapatkan 

penghasilan, masyarakat menjadikan media sosial ini sebagai dunia untuk 

berbisnis.3 

Munculnya media sosial Instagram ini banyak disalah gunakan oleh 

sebagian masyarakat dengan banyaknya pengikut (followers) di akun Instagram 

mengakibatkan sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan dengan cara yang 

menyimpang yaitu menjadi pelaku endorse (mempromosikan) situs judi online di 

akun Instagram tersebut.4 

Masyarakat yang menggunakan media sosial berjenis Instagram ini bukan 

hanya sekedar orang dewasa, melainkan anak-anak dibawah umur juga sudah 

sangat banyak yang menggunakan media sosial. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh Malaysian Communications and Multimedia Commision terdapat 

83,2% pengguna internet yaitu anak-anak yang berumur 5 hingga 17 tahun.5 
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Kini anak anak menggunakan gadget untuk bermain media sosial. Maka 

dari itu media sosial dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi anak-anak dan orang 

dewasa, jadi, ada kemungkinan bawa ada beberapa anak yang dapat 

menyalahgunakan dalam bermain media sosial, seperti halnya dalam 

mempromosikan perjudian online.6 

Judi online ini merupakan kejahatan di bidang teknologi informasi yang 

bertentangan dengan nilai, norma, agama, dan kesusilaan. Permainan judi yang 

dimainkan dengan sistem online melalui komputer atau gadget yang sangat 

digemari oleh setiap kalangan masyarakat, dikarenakan sistemnya yang sangat 

menarik karena mudah diakses dan juga gampang untuk dimainkan pada saat 

kapan saja dan dimana saja. Judi online ini sama halnya dengan perjudian biasa 

yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi setiap pelakunya terutama terhadap 

anak dibawah umur, hal ini dapat merusak generasi bangsa.7 

Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi dengan dihadirkannya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) untuk mengatasi kejahatan melalui media internet, dalam 

mempertimbangkan kenyataan bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi dan 

informasi ini berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, banyaknya perjudian 

menggunakan internet yang disebut dengan judi online, negara Indonesia juga 

turut serta untuk melindungi serta melakukan pencegahan melalui hukum positif 

yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi : 
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”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan perjudian”.8 

Perjudian berbasis internet ini, sering terwujud dalam konteks sosial, 

termasuk keterlibatan anak dibawah umur dalam mempromosikan praktik ilegal 

perjudian online ini, yang dianggap oleh masyarakat sebagai kejadian biasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum pidana dalam konteks mempromosikan 

perjudian online harus tetap dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang, 

karena perjudian online menimbulkan resiko signifikan yang dapat menimbulkan 

ketegangan individu dan sosial dalam kalangan anak demografi pemuda. Maka 

dari itu anak-anak yang menjadi pelaku endorse situs judi online ini akan 

berdampak pada anak-anak lainnya yang tergiur untuk memainkan perjudian 

online ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) 

bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

Tahun, nermasuk anak yang masih didalam kandungan. 9 

Sebagian anak dibawah umur yang aktif menggunakan internet, belum 

bisa memilih aktivitas yang memberikan dampak positif bagi mereka. Banyak 

anak dibawah umur yang memanfaatkan internet hanya untuk bermain game 

online namun ada sebagian anak yang menyalahgunakan internet untuk bermain 

judi online dan juga menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mengendrose 
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situs judi online. Hal ini menjadi masalah yang cukup besar, karena yang kita 

ketahui mereka merupakan harapan masa depan bangsa yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif. Harapan ini akan sulit tercapai jika para penerus 

bangsa tidak menjalankan kewajiban mereka atau memiliki sifat buruk yang dapat 

merugikan dan menimbulkan masalah sosial terhadap diri sendiri dan orang 

sekitar.10 

Bagi anak yang memiliki permasalahan dengan hukum merupakan anak 

yang sudah  berusia 12 Tahun namun belum mencapai 18 Tahun yang diduga 

terlibat dalam tindak pidana, termasuk menjadi pelaku endorse situs perjudian 

online.11 Tidak sedikit yang kita temui adanya perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur salah satunya terlibat dalam perjudian online. 

Penjatuhan pidana adalah langkah awal yang perlu dipertanggungjawabkan dan 

memberikan dampak baik bagi anak. Tidak selalu kemampuan Rohani dan psikis 

anak yang melakukan tindak pidana atau bermasalah dengan hukum menjadi 

dasar penilaian mereka saat melakukan tindak pidana, melainkan lebih pada 

kemampuan mereka dalam menerima hukuman yang dijatuhkan. Tindak Pidana 

yang melibatkan anak dibawah umur, seperti mempromosikan perjudian online 

ini, sering kali bukan semata-mata kehendak mereka, melainkan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, 

berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, Tindakan preventif dan pemberian 
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hukuman yang tepat perlu diterapkan untuk memastikan anak dihukum secara adil 

sesuai dengan perbuatannya, dengan tujuan memberikan efek jera dan 

pembelajaran.12 Maka dari itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 

Tahun 2012 mengatur hal ini. Untuk mengatasi permasalahan diatas sangat 

diperlukan peranan kepolisian. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, 

tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya segaia penegak hukum. Maka dari itu 

kepolisian bertanggung jawab untuk penegakan hukum, ketertiban serta keamanan 

untuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.13 

Salah satu tugas dan fungsi kepolisian diatas, Polda Sumatera Selatan juga 

harus dapat memproses kasus endorse situs perjudian online yang dilakukan oleh 

anak dibawah umur. Pentingnya penelitian ini dilakukan dengan harapan temuan 

hasil penelitian ini dapat meminimalisir kasus kasus endorse situs perjudian 

online yang dimana anak-anak dibawah umur terlibat didalamnya. Maka dari itu, 

penulis ingin mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku 

endorse  situs judi online anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera 

Selatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Endorse Situs Judi 

                                                            
12

 Martha Sarah, Valentina Hura, and Edi Yunara, “Kajian Hukum Pemidanaan Terhadap 

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Kriminologi,” Unes Law Review 

6, no. 4 (2024): 11582–11600. 
13

 Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian 

Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian,” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 91, https://doi.org/10.31602/al-

adl.v13i1.4165. 



Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polda 

Sumatera Selatan” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku endorse situs judi online yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera 

Selatan? 

2. Apa kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur 

yang melakukan tindak pidana endorse situs perjudian online ? 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian hukum pidana terutama 

pada penegakan hukum terhadap pelaku endorse situs judi online yang dilakukan 

oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan kendala 

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan 

tindak pidana endorse situs perjudian online. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan 

tentang, sebagai berikut : 



a. Penegakan hukum terhadap pelaku endorse situs judi online yang 

dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera 

Selatan. 

b. kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah 

umur yang melakukan tindak pidana endorse situs perjudian online. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis : Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang pidana, penelitian ini dapat menambah literatur yang ada 

tentang hukum pidana, khususnya dalam konteks endorse situs 

perjudian online yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 

b. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 

lembaga terkait (kepolisian dan organisasi-organisasi anak) dalam 

menangani kasus endorse situs judi online yang melibatkan anak 

dibawah umur. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang saling 

terhubung membentuk suatu kesatuan, yang dapat digunakan sebagai dasar, 

acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. 

1. Penegakan Hukum 



Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa hukum di Indonesia 

diterapkan dan berfungsi secara efektif, yang berfungsi sebagai pedoman bagi 

pelaku dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat 

dan negara. Secara umum, semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan 

hukum. Seseorang dapat dianggap menegakan hukum jika dia mengikuti 

peraturan atau melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dari 

sudut pandang sempit, penegkan hukum hanya dilihat sebagai usaha aparatur 

penegak hukum untuk menyatakan dengan pasti bahwa peraturan hukum 

diterapkan dengan benar. Dalam hal ini diperlukan apparat penegak hukum 

yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan paksa guna 

memastikan penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa 

konsekuensinya, tujuan penegakan hukum adalah untuk mengatur hubungan 

antar prinsip-prinsip yang ditunjukan dalam aturan yang kokoh, serta 

Tindakan yang menjadi puncak dari penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari 

semua ini adalah untuk menciptakan, menjgga danmempertahankan 

kedamaian dalam interaksi sosial.14 

 

 

 

 

2. Pelaku 
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Setiap orang yang terlibat dalam permasalahan hukum atau yang 

melakukan tindak pidana dengan sengaja maupun tidak sengaja seperti yang 

disyaratkan didalam undang-undang disebut seorang pelaku.15 

3. Endorse 

Endorse merupakan suatu kegiatan mempromosikan atau mendukung 

sebuah produk yang ditawarkan oleh seseorang menggunakan media sosial 

untuk menarik perhatian orang lain.16 

4. Situs 

Berdasarkan KBBI situs sama halnya dengan Lokasi, jadi Situs dapat 

diartikan sebagai Lokasi atau Alamat di internet yang diakses melalui web 

browser.17 

5. Perjudian Online 

Perjudian online merupakan aktivitas sosial dengan hadiah uang atau 

barang yang berharga yang diberikan kepada pemenang yang dipertaruhkan 

oleh pihak yang kalah, dan kegiatan ini dilakukan secara ilegal melalui media 

elektronik beruba gadget atau komputer.18 

 

6. Anak Dibawah Umur 

                                                            
15

 Barda Arief Nawawie, “Sari Kuliah Hukum Pidana II,” Fakultas Hukum Undip, 1984, 

Hlm: 37. 
16

 Ambaryati Hartati, “Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika 

Bisnis Islam (Studi Kasus Di Hayu Olshop Metro),” Skripsi, no. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Metro (2019): 16. 
17

https://id.wikipedia.org/wiki/Situs#:~:text=menurut%20KBBI.,yang%20sering%20dika

itkan%20dengan%20Situs. 
18
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Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 tahun berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa, 

berdasarkan pasal 332 KUHP. Usia merupakan salah satu indikator dalam 

kajian hukum untuk menetapkan kualifikasi pertanggungjawaban atas 

Tindakan yang dilakukan. 

7. Wilayah Hukum 

Wilayah hukum adalah wilayah yang memiliki area geografis dimana 

suatu hukum atau sistem hukum tertentu berlaku. 

8. Polda Sumatera Selatan 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang juga dikenal sebagao Polda 

Sumsel merupakan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang 

bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakan 

hukum, dan memberikan layanan kepada masyarakat diwilayah tersebut. 

 

F. Review Studi Terdahulu 

Adapun berbagai penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penti 

bagi penulis dalam mengatasi permasalah dan berfungsi sebagai acuan penulis 

dalam melakukan penelitian ini, yaitu : 

 

 

TABEL 1 



No Judul Skripsi Penulis Tahun Pembahasan  

1.  Penegakan 

Hukum 

Terhadap 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Perjudian 

Online Di 

Tinjau dari 

Undang-

Undang 

Informasi dan 

Transaksi 

Elektronik 

(Studi Kasus 

Polresta 

Mataram) 

Lalu Kemala 

Eka Putra 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Mataram) 

2021 Membahas tentang penegakan 

hukum terhadap tindak pidana 

perjudian online di tinjau dari 

Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta 

hambatan-hambatan dalam 

proses penanganan tindak 

pidana perjudian online di 

polresta mataram.19 

2 Penegakan 

Hukum 

Terhadap 

Pelaku Judi 

Robby Alfalah 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Palembang) 

2024 Membahas tentang penegakan 

hukum terhadap pelaku judi 

online di Polrestabes Palembang 

dan Kendala-Kendala 
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 Lalu Kemal Eka Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online 

Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta 

Mataram),” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. 



Online di 

Polrestabes 

Palembang 

penegakan hukum terhadap 

pelaku judi online di Polrestabes 

Palembang.20 

3 Implementasi 

Penegakan 

Hukum 

Terhadap 

Tindak Pidana 

Judi Online 

(Studi Kasus 

dalam Tingkat 

Penyidikan di 

Kepolisian 

Demak) 

Indah Purwati 

Ningsih 

(Universitas 

Islam Sultan 

Agung) 

2023 Membahas tentang 

implementasi penegakan hukum 

tindak pidana judi online dalam 

Tingkat penyidikan dikepolisian 

Demak serta kelemahan-

kelemahan apa saja yang 

dihadapi dalam penegakan 

hukum tindak pidana judi online 

di kepolisian Demak.21 

Kesimpulan dari Review Studi Terdahulu yang relavan : 

Berdasarkan topik penelitian yang penulis ambil sama dengan topik 

penelitian yang dilakukan oleh saudara/i Lalu, Robby, dan Indah yaitu mengenai 

Judi Online, namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian milik 

saudara/i Lalu, Roby, dan indah yaitu penulis menjadikan subjeknya yaitu khusus 

pelaku endorse situs judi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan 

juga objek tempat penelitiaanya yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mendapatkan data terkait pembahasan yang diteliti, dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan data, membuktikan data, mengembangkan data, memahami 

permasalahan, serta memecahkan permasalahan. Berikut ini adalah rincian metode 

penelitian yang digunakan: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dimana 

penelitian ini melakukan pengamatan langsung berdasarkan bukti-bukti yang 

nyata. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

Penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara pihak-pihak 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti melalui 

peraturan Undang-Undang, KUHP, Jurnal, Buku, Artikel, dan Kamus. 

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh 

langsung dari narasumber yaitu pihak Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan beserta perundang-undangan yang mempunyai hukum tetap, 

traktat lainnya. 



2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan yang didapatkan melalui undang-undang, 

KUHP, Jurnal, Buku, Artikel, Hasil Penelitian. 

3) Bahan Huku Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan sekunder contohnya yaitu, kamus 

dan buku. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara studi perpustakaan melalui literatur : Peraturan 

Undang-Undang, KUHP, Jurnal. Buku, Artikel 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer, dimana penulis 

melakukan studi lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk 

melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait. 

4. Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

penelitian hukum empiris, yang digunakan untuk menganalisis aspek-aspek 

normatif melalui pendekatan deskriftif analitis. Data yang diperoleh akan 

diuraikan dan dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

 

 



H. Sitematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai tinjauan penegakan hukum, tinjauan 

tentang pelaku endorse situs judi online anak dibawah umur, tinjauan 

mengenai peraturan endorse situs perjudian online yang di Lakukan 

oleh anak dibawah umur dalam hukum positif, tinjauan mengenai 

perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak 

pidana endorse situs perjudian online, serta tinjauan mengenai 

ketentuan pelaku tindak pidana anak dibawah umur di dalam undang-

undang Sistem Peradilan Anak. 

BAB III Pembahasan 

Bab ini memuat mengenai uraian tentang hasil dari penelitian judi 

online yang dimana menyangkut terkait penegakan hukum terhadap 

pelaku endorse situs perjudian online yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

dan kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak 



dibawah umur yang melakukan tindak pidana endorse situs perjudian 

online. 

BAB IV Penutup 

Pada bab ini tercantum mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian  
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